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ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) jo pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota menentukan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan
pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye,
jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah,
bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
manajemen Kampanye/konsultan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang



Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201); Peraturan
Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
menentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan umum
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 716); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PI1.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020. Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/P1.02.3-Kpt/3206/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang
Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 294/PL.02.5-Kpt/3206/KPU-
Kab/1X/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Menetapkan jumlah total pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah Rp. 38.467.406.500,00 (tigapuluh delapan

milyar empatratus enampuluh tujuh juta empatratus enamribu limaratus rupiah).



